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Sidang PHP Kepala Daerah Kabupaten Buru dan Sarini Tahap Kedua

MK Dengarkan Jawaban KPU dan Pihak Terkait

Jakarta. 20 Maret 20.7 - Mahkamah Konslilusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah 2017 (PHP Kada 20.7) pada Senin (2013) inulai puku1 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon
(KPU). PIhak Terkail. dan pengesahan alat bukli. Pendangan kaliini merupakan Iahap kedua daii pemeriksaan perkara PHP
Kada 2017 setelah sebelumnya selama dua han berturul-Iurul MK mendengarkan dalil-daii permohonan para Pemohon PHP
Kada 2017
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Seperti halnya pada sidang pendahuluan, persidangan ini pun akan dibagi menjadi dua panel. yakni Panel I dipimpin o1eh
Kelua MK Arief Hidayat yang did ampingi Hakim Konsliiusi Suhartoyo, Maria Fanda Indrati dan Wahiduddin Adams sena Panel
2 dpimpin o1eh Wakil Ketua MK Anwar Usinari did ampingi o1eh Hakim Konstitusil Dewa Gede Palguna. Mariahan Silompul dan
Aswanto
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Pada sesi persidangan puku113 00 WIB. Panel, akan memenksa sebanyak 3 perkara gugatan PHP Kada 2017 yang berasal
dan KOIa SOTOng, Kabupaten Mappi. sena Kabupaten Buru SIdang Panell akan dilanjulkan pada puku1 16 00 WIB untuk
memeriksa jiga perkara dan daerah Kabupalen Sarini

KPUD Kabupaien Buru dan Sarini yang merupakan Termohon pada perkara PHP Kepala Daerah akan menjelaskan kepulusan
penetapan hasil PIlkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalli para Pemohon alas dugaan belbagai
pelanggaran yang ledadi seiama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan PIhak Terkait yang merupakan
pasangan calcn yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak akan menyampaikan keterangan leihadap semua Iuduhan
yang dilayangkan o1eh para Pemohon

Daiam SIdang pendahuluan yang digelar pada Kamis (1613), Pemohon perkara PHP Kada Kabupaten Buru. yailu Paslon No
Uruil Bakir Lumbessy dan Amarullah Madani Hentihu mendalilkan adanya penggelembungan suara pada saal pilkada yang
dilakukan secara Iersiruktur. sistemaiis dan masif. Pemohon mengaku telah telah melaporkan pelanggaran yang ledadi kepada
Panwas KPU Kabupaten Buru dan Komisioner KPU Kabupaten Buru pada 21 Februari 2017. Salah satu bentuk pelanggaran
yang diyakini Dieh Pemohon adalah adanya pemilih beTPOtensi ganda dan/atau pemilih ganda pada DPT Kabupaien Buru yang
leadaftar pada TPS yang sama. kelurahan yang sama dan pemilih yang Ierdaftar of TPS yang berbeda

Pemohon kernudian me minta kepada KPU. Panwas dan semua Iaiaran penyelenggara untuk me inbatalkan salah salu dan hak
suara pemilih yang diyakini ganda di 11ap-map TPS dan meinbuatkan danar pemilih yang dibatalkan. Selain itu. pemohon
me minta KPU mengintruksikan kepada PPS dan KPPS untuk mengidentifikasi. me Iarang dan lidak meinbolehkan pemilih yang
ganda menyalurkan hak suaranya d TPS masing-masing yang telah dibatalkan sesuai daftar

Sementara Itu gugatan PHP Kada Kabupaten Sarini dialukan o1eh jiga pasangan calcn yaiiu Mesak Manibor dan Sholeh
(Paslon 2), A1bertus Surlyno dan Adrian Roisenis (Paslon co sala Demianus Kyeuw-Kyeuw dan Musriadi(Paslon 4) Daiam
SIdang pendahuluan, Paslon 3 menggugat rekapilulasi hasil Pemilihan Kabupalen Sarini Pemohon menilai perolehan suara
Paslon Nomor Uruil Eduard FCnataba danYosina Tinsyafdiraih dengan kecurangan. Termasuk pelanggaran dan kecurangan
yang dilakukan KPUD Sarini sebagaiTermohon

Kuasa Pemohon Paslon 3, Muhajir memaparkan pokok permohonannya, antara lain Datar Feinilih Telap (DPT) yang
dipergunakan pada 15 Februari 20.7 ternyata be meda dengan DFT yang dipleno pemohon pada 13 Desember 2016. Tidak
digunakannya DPT yang ditelapkan pada 13 Desember 20.6, menurut pemohon, berpengaruh Ierhadap kelebihan sural suera
yang telah dicelak. Hallain yang dipermasalahkan pemohon adalah KPUD Sarini yang dinilai me in perlambat distribusiformulir
C6 kepada pemilih (Nina A1
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